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Abstract. This study aims to examine the effect of inflation, economic growth, and trade openness on tax revenue in eight
ASEAN countries during the period 2014-2024. The research uses a quantitative approach with panel data sourced from the
World Development Indicators (World Bank) and the International Monetary Fund (IMF). The analysis is carried out using panel
data regression through EViews 12 software by comparing the Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and
Random Effect Model (REM). The test results show that REM is the most suitable model. The findings indicate that inflation does
not affect tax revenue, while economic growth and trade openness have a positive effect. This suggests that increased economic
activity and international trade can expand the tax base and increase state revenue. Therefore, the government needs to
maintain economic growth, strengthen tax administration, expand the tax base, improve taxpayer compliance, and continue
fiscal reforms consistently.

Keywords - tax revenue, inflation, economic growth, trade openness, ASEAN, panel data, REM

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan terhadap
penerimaan pajak di delapan negara ASEAN selama periode 2014-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan data panel yang bersumber dari World Development Indicators (World Bank) dan International Monetary Fund (IMF).
Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui perangkat lunak EViews 12 dengan membandingkan Common
Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa REM
merupakan model yang paling sesuai. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap
penerimaan pajak, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi serta perdagangan internasional dapat memperluas basis pemajakan dan

meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat
administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan melanjutkan reformasi fiskal
secara berkesinambungan.

Kata Kunci - penerimaan pajak, Inflasi, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, ASEAN, Data panel, REM

|. Pendahuluan



Dalam konteks globalisasi, pendapatan pajak memiliki peran yang semakin strategis sebagai sumber utama pembiayaan
pembangunan serta instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal [1]. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh
negara tanpa imbalan langsung kepada pembayar, dan kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi serta
perumusan kebijakan fiskal [2]. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara terus berupaya mengoptimalkan
penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan
pengeluaran publik yang lebih efisien dan terarah [3]. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara inflasi, pertumbuhan
ekonomi dan keterbukaan perdangangan terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama periode 2014-
2024 [4]

Negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja,
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam, memiliki posisi strategis
dalam perekonomian global sebagai basis manufaktur dan pusat perdagangan internasional. Dalam konteks ini,
stabilitas makroekonomi khususnya inflasi menjadi faktor fundamental yang memengaruhi daya beli, biaya produksi,
serta keberlanjutan basis pajak di kawasan tersebut [5]. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di
negara-negara ASEAN berperan dalam memperluas aktivitas ekonomi dan kapasitas fiskal, meskipun rata-rata rasio
penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di sebagian besar negara ASEAN masih berada di bawah rata-
rata kawasan Asia-Pasifik [6], yang mengindikasikan adanya ruang yang signifika untuk peningkatan dan optimalisasi
penerimaan pajak. Di sisi lain, keterbukaan perdagangan yang didorong oleh inisiatif integrasi ekonomi seperti Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) serta berbagai perjanjian ekonomi regional lainnya turut membentuk dinamika
penerimaan pajak melalui arus barang, jasa, dan investasi lintas negara. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk mengkaiji
peran inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak
antarnegara di kawasan ASEAN [7].

Gambar 1 Rasio Pajak Terhadap GDP
Sumber : Diolah dari IMF (WoRLD), 2026 [8]

Berdasarkan Gambar 1, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara ASEAN pada
tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan Timor-Leste mencatat rasio penerimaan pajak tertinggi
sebesar 46,47% dari PDB pada tahun 2024, jauh melampaui negara ASEAN lainnya. Kelompok dengan rasio penerimaan
pajak relatif tinggi meliputi Filipina (21,21%), Thailand (21,2%), Singapura (19,23%), Vietnam (18,43%), dan Laos (17,99%).
Sementara itu, Brunei Darussalam (17,1%), Malaysia (16,67%), Kamboja (15,19%), dan Myanmar (14,92%) berada pada
tingkat menengah. Indonesia mencatat rasio penerimaan pajak terendah sebesar 12,84% dari PDB pada tahun tersebut
[8]. Variasi ini mencerminkan adanya heterogenitas dalam kapasitas pemungutan pajak antarnegara, sehingga
penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan tingkat kepatuhan termasuk upaya
penanggulangan penghindaran dan pengelakan pajak perlu menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan fiskal
[9].

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berkaitan dengan stabilitas penerimaan pajak di negara-negara
ASEAN. Secara umum, inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara
berkelanjutan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat dan nilai uang menurun. Pada tahun 2024, tingkat inflasi di
kawasan ASEAN memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok di setiap negara. Myanmar mencatat inflasi tertinggi
sebesar 29,6%, diikuti Laos sebesar 23,1%. Selanjutnya, Singapura (4,8%), Vietnam (3,6%), dan Filipina (3,2%) berada pada

kelompok negara dengan tingkat inflasi menengah. Sementara itu, Indonesia (2,3%), Timor-Leste (2,1%), Malaysia (1,8%),
Kamboja (0,8%), dan Thailand (0,4%) memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah. Berbeda dengan negara-negara
tersebut, Brunei Darussalam mengalami deflasi sebesar -0,4%, yang menunjukkan adanya penurunan harga barang dan
jasa secara umum. Perbedaan kondisi inflasi ini mencerminkan bahwa stabilitas harga di setiap negara ASEAN tidak
sama. Variasi tersebut dapat memengaruhi aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi
kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa
inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena kenaikan harga meningkatkan nilai nominal transaksi dan
memperluas basis pemajakan [4], mendorong bracket creep pada sistem pajak progresif [10], memperbesar dasar




pengenaan PPN dan pajak konsumsi [11], serta berkorelasi positif dengan tax effort di negara-negara Asia [12]. Namun,
inflasi yang tinggi juga dapat berpengaruh negatif apabila terjadi erosi nilai riil penerimaan akibat jeda waktu
pemungutan pajak yang dikenal sebagai efek Tanzi-Olivera [13], sehingga hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak
sangat bergantung pada tingkat inflasi serta efektivitas administrasi perpajakan masing-masing negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat memengaruhi besarnya penerimaan pajak di negara-
negara ASEAN. Indikator ini umumnya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun ke
tahun. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin meningkat pula aktivitas produksi, pendapatan
masyarakat, konsumsi, serta keuntungan dunia usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperluas basis
pemajakan sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi di
kawasan ASEAN menunjukkan variasi yang cukup beragam di setiap negara. Vietnam mencatat pertumbuhan tertinggi
sebesar 7%, disusul Kamboja (6%), Filipina (5,7%), Singapura (5,3%), Malaysia (5,1%), dan Indonesia (5%). Laos dan Timor-
Leste masing-masing tumbuh sebesar 4,3%, kemudian Brunei Darussalam sebesar 4,1%, serta Thailand sebesar 2,9%.
Sementara itu, Myanmar mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1%, yang berarti aktivitas ekonominya mengalami
penurunan pada tahun tersebut. Perbedaan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi setiap
negara ASEAN tidak sama, sehingga potensi penerimaan pajaknya juga dapat berbeda. Beberapa penelitian empiris
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena peningkatan
output dan pendapatan nasional secara langsung memperluas basis pemajakan melalui kenaikan konsumsi, laba
perusahaan, dan pendapatan rumah tangga [14], mendorong peningkatan rasio pajak terhadap PDB melalui perluasan
sektor formal [15], memperkuat kapasitas fiskal negara dalam menghimpun penerimaan dari berbagai jenis pajak [16],
serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak seiring membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan [13]. Namun,
pertumbuhan ekonomi juga dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak apabila ekspansi ekonomi
didominasi oleh sektor informal yang sulit dijangkau oleh sistem perpajakan, sehingga potensi penerimaan tidak
sepenuhnya terealisasi meskipun aktivitas ekonomi meningkat [17], yang menunjukkan bahwa hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kualitas tata kelola fiskal
masing-masing negara.

Keterbukaan perdagangan menggambarkan seberapa besar aktivitas ekspor dan impor berperan dalam perekonomian
suatu negara. Pengukuran ini dilihat dari rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi
nilainya, semakin besar keterlibatan negara tersebut dalam perdagangan internasional. Kondisi ini juga dapat
memengaruhi penerimaan pajak melalui bea masuk, pajak impor, pajak perusahaan, serta aktivitas perdagangan dan
distribusi barang antarnegara. Data tahun 2024 menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan di negara-negara
ASEAN cukup berbeda. Singapura menjadi negara dengan rasio perdagangan tertinggi sebesar 322,37% dari PDB.
Setelah itu terdapat Vietnam (173,86%), Kamboja (143,45%), Malaysia (137,36%), Thailand (136,75%), dan Brunei
Darussalam (132,59%). Timor-Leste mencatat rasio sebesar 95,45%, sedangkan Filipina (65,89%) dan Indonesia (42,57%)
memiliki tingkat keterbukaan perdagangan yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Perbedaan
nilai keterbukaan perdagangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan setiap negara ASEAN terhadap
perdagangan internasional masih bervariasi. Sementara itu, data keterbukaan perdagangan Laos dan Myanmar untuk
tahun 2024 tidak tersedia (no data). Variasi tersebut mencerminkan bahwa tingkat integrasi ekonomi masing-masing
negara dengan pasar global belum sama, sehingga potensi pengaruh perdagangan internasional terhadap aktivitas
ekonomi maupun kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak juga dapat berbeda. Beberapa
penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
karena peningkatan aktivitas ekspor dan impor memperluas basis pemajakan melalui bea masuk, PPN impor, serta pajak
atas laba dari sektor yang terintegrasi dengan pasar global [16], mendorong peningkatan penerimaan pajak
perdagangan internasional seiring meningkatnya volume transaksi lintas negara [18], memperkuat kapasitas fiskal
melalui diversifikasi sumber penerimaan dari sektor eksternal [19], serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan
melalui adopsi standar dan praktik perpajakan internasional [20]. Namun, keterbukaan perdagangan juga dapat
berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak apabila liberalisasi perdagangan mendorong penurunan tarif bea
masuk tanpa diimbangi penguatan pajak domestik, atau apabila praktik transfer pricing dan penghindaran pajak dalam
transaksi lintas negara semakin menggerus potensi penerimaan [17], sehingga hubungan antara keterbukaan
perdagangan dan penerimaan pajak sangat bergantung pada struktur ekonomi, kapasitas administrasi perpajakan, serta
tingkat integrasi ekonomi masing-masing negara.

Teori Keynesian memandang bahwa kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada periode
jangka pendek hingga menengah berkaitan erat dengan kondisi permintaan agregat dan stabilitas perekonomian [21].
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi, pendapatan masyarakat, serta keuntungan
dunia usaha yang pada akhirnya memperluas basis pemungutan pajak. Di sisi lain, inflasi memengaruhi besarnya
penerimaan pajak melalui perubahan daya beli dan nilai riil penerimaan tersebut. Tingkat inflasi yang relatif terkendali
dapat meningkatkan penerimaan pajak secara nominal, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan
nilai riil penerimaan pajak sekaligus melemahkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, keterbukaan perdagangan



menunjukkan tingkat keterhubungan suatu negara dengan perekonomian global melalui kegiatan ekspor dan impor.
Semakin tinggi intensitas perdagangan internasional, semakin besar peluang terciptanya aktivitas ekonomi yang mampu
memperluas sumber penerimaan negara, baik melalui pajak perdagangan, PPN impor, maupun pajak yang berasal dari
aktivitas ekonomi lainnya. Pada negara-negara ASEAN selama periode 2014-2024, perbedaan tingkat keterbukaan
ekonomi dan karakteristik struktur ekonomi menyebabkan pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keterbukaan
perdagangan terhadap kapasitas fiskal setiap negara tidak selalu sama. Oleh karena itu, teori Keynesian menjadi dasar
yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan rasio penerimaan pajak terhadap
PDB (tax to GDP), karena menekankan peran permintaan agregat, stabilitas harga, dan integrasi perdagangan
internasional dalam membentuk kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan pajak [22]

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh inflasi dan keterbukaan
perdagangan terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN pada periode 1991-2020 [10]. Penelitian tersebut
belum memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak
serta belum mencakup dinamika ekonomi terbaru pada periode 2021-2024. Selain itu, penelitian ini juga memperluas
cakupan objek dengan memasukkan Timor-Leste dalam analisis kawasan ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini
mengembangkan penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi serta menggunakan
periode pengamatan 2014-2024, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN [10]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan perdagangan
terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN [10]. Studi ini menggunakan data panel tahunan periode 2014-
2024 dengan seluruh indikator dinyatakan dalam persentase produk domestik bruto (PDB) guna memastikan
keterbandingan lintas negara [4]. Inflasi merepresentasikan stabilitas harga yang memengaruhi nilai riil dan efektivitas
penerimaan pajak, sementara pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi
memperluas basis pemajakan. Keterbukaan perdagangan, yang ditangkap melalui rasio perdagangan terhadap PDB,
menggambarkan intensitas interaksi ekonomi dengan sektor eksternal yang relevan bagi pembentukan penerimaan
pajak dari aktivitas ekspor dan impor. Analisis difokuskan untuk menilai sejauh mana ketiga variabel tersebut
memengaruhi kapasitas penerimaan pajak di kawasan ASEAN. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti
empiris yang mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak
terhadap PDB di negara-negara ASEAN [6].

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam perspektif Keynesian, inflasi dipahami sebagai konsekuensi dari dinamika permintaan agregat yang dapat
memengaruhi kinerja fiskal pemerintah. Inflasi dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena kenaikan
harga meningkatkan nilai nominal transaksi, pendapatan, dan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak [4] [10].
Peningkatan nilai nominal tersebut pada akhirnya memperluas basis pemajakan dan mendorong peningkatan
penerimaan pajak. Oleh karena itu, hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan positif,
terutama dalam kondisi di mana sistem perpajakan mampu menyesuaikan terhadap perubahan harga.

H1: Inflasi Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam perspektif Keynesian, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari peningkatan permintaan agregat yang
mendorong ekspansi output dan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak karena peningkatan output dan pendapatan akan memperluas basis pemajakan melalui kenaikan
konsumsi, laba perusahaan, serta pendapatan rumah tangga yang menjadi objek pajak [14], [15]. Peningkatan aktivitas
ekonomi tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan kapasitas fiskal negara melalui optimalisasi penerimaan pajak.
Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan positif,
terutama dalam kondisi di mana sistem perpajakan berjalan secara efektif.

H2: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak
Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam perspektif Keynesian, keterbukaan perdagangan dipahami sebagai bagian dari komponen ekspor neto dalam
permintaan agregat yang memengaruhi tingkat output dan aktivitas ekonomi domestik. Keterbukaan perdagangan
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dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena peningkatan aktivitas ekspor dan impor memperluas
basis pemajakan melalui pajak perdagangan internasional, pajak pertambahan nilai impor, serta peningkatan laba dan
pendapatan dari sektor yang terintegrasi dengan pasar global [13], [23]. Peningkatan aktivitas perdagangan tersebut
pada akhirnya mendorong peningkatan kapasitas fiskal negara melalui optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu,
hubungan antara keterbukaan perdagangan dan penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan positif, terutama
dalam kondisi di mana sistem perpajakan dan administrasi fiskal berjalan secara efektif.

H3: Keterbukaan Perdagangan Berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Pajak
Kerangka Konseptual

Gambar 2 Kerangka Konseptual

Il. Metode

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan
pendekatan yang menekankan pada pengolahan data dalam bentuk angka serta analisis statistik untuk menguiji
hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur. Data yang dianalisis berupa data numerik berupa tingkat inflasi,
pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan penerimaan pajak pada negara-negara anggota Association of
Southeast Asian Nations selama periode 2014-2024. Data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik statistik dan
model ekonometrika untuk menguji hubungan serta mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap
penerimaan pajak secara empiris dan terukur [24].

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang telah
tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk
kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan disusun dalam bentuk data panel tahunan
(country-year) untuk negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) selama periode 2014-2024,
di mana setiap unit observasi merepresentasikan satu negara dalam satu tahun tertentu. Penggunaan desain data panel
dipilih karena mampu mengombinasikan dimensi lintas negara (cross-section) dan dimensi runtut waktu (time-series),
sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam menggambarkan dinamika variabel penelitian pada
negara-negara ASEAN selama periode pengamatan [4].

Sumber data utama diperoleh dari dua portal resmi internasional, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World
Bank. Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak yang diukur sebagai persentase terhadap Produk
Domestik Bruto (tax revenue, %GDP) [11]. Adapun variabel independen meliputi inflasi yang diproksikan melalui
pertumbuhan harga tahunan (%yoy) , pertumbuhan ekonomi riil yang diukur dengan real GDP growth (%yoy) [25], serta
keterbukaan perdagangan yang direpresentasikan melalui pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa (%yoy) [16].
Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk persentase tahunan atau persentase terhadap PDB untuk memastikan
keterbandingan antarnegara ASEAN dan antarperiode waktu . Sebelum dilakukan estimasi regresi data panel pada
periode 2014 - 2024, dilakukan penyesuaian satuan, harmonisasi rentang waktu observasi, serta uji konsistensi data
guna menjamin validitas dan reliabilitas hasil analisis empiris.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh negara anggota Association of Southeast Asian Nations, yaitu Brunei



Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam.
Kesebelas negara tersebut menjadi cakupan analisis lintas negara dalam penelitian ini. Pemilihan seluruh anggota
ASEAN sebagai populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan ini memiliki tingkat integrasi ekonomi dan
koordinasi kebijakan regional yang cukup kuat, namun tetap menunjukkan perbedaan struktur ekonomi, kapasitas fiskal,
dan tingkat keterbukaan perdagangan. Variasi tersebut memberikan ruang analitis yang memadai untuk
mengidentifikasi perbedaan penerimaan pajak antar negara [4]. Secara konseptual, unit observasi penelitian adalah
negara, sedangkan dalam pengolahan data unit analisisnya berbentuk negara - tahun (country - year) selama periode
penelitian. Dengan menetapkan seluruh negara anggota ASEAN sebagai populasi, penelitian ini memperoleh cakupan
yang komprehensif dalam menilai pengaruh faktor makroekonomi, fiskal, dan keterbukaan perdagangan terhadap
penerimaan pajak di tingkat kawasan [26]

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan mengolah data
sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Data
yang dikumpulkan meliputi variabel inflasi (annual %yoy), pertumbuhan ekonomi riil (real GDP growth, %yoy),
keterbukaan perdagangan yang diproksikan melalui ekspor dan impor barang dan jasa (%yoy), serta penerimaan pajak
yang diukur sebagai persentase terhadap PDB (%GDP) pada negara-negara anggota Association of Southeast Asian
Nations selama periode 2014 - 2024. Seluruh dokumen dan seri data tersebut kemudian diseleksi, diverifikasi, dan
disesuaikan satuannya agar konsisten dan dapat dianalisis menggunakan pendekatan regresi data panel [27].

Tabel 1 Pemilihan Sempel

Kriteria Jumlah
Negara ASEAN 11
Negara ASEAN yang memiliki data lengkap Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan 9
Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak ASEAN 2014-2024

Sampel terpilih 9
Periode penelitian 2014 - 2024 11
Total Sampel 99

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini menjabarkan konsep menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur sesuai
tujuan studi. Mengacu pada judul, variabel dibagi menjadi variabel independent Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2),
Keterbukaan perdagagan (X3) serta variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y). Cakupan observasi adalah negara-
negara ASEAN dengan unit negara-tahun pada periode 2014-2024 [28].

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang diukur secara kuantitatif. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang
dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam suatu periode waktu, sehingga daya beli uang menjadi
menurun, Inflasi (X1) diukur menggunakan GDP Deflator, yang dihitung dengan membandingkan GDP Deflator tahun
berjalan terhadap tahun sebelumnya dikurangi satu dan dikalikan 100, sehingga mencerminkan perubahan tingkat
harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara
dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu, yang biasanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik
Bruto (PDB), Pertumbuhan ekonomi (X2) diukur melalui pertumbuhan GDP riil, yaitu selisih antara GDP riil tahun berjalan
dan tahun sebelumnya dibagi GDP riil tahun sebelumnya dan dikalikan 100, yang menggambarkan laju ekspansi output
perekonomian secara nyata. Keterbukaan perdagangan adalah kondisi di mana suatu negara membuka diri terhadap
aktivitas perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, dengan meminimalkan hambatan seperti tarif dan
kuota, Keterbukaan perdagangan (X3) diukur dengan menjumlahkan nilai ekspor dan impor kemudian dibagi dengan
GDP dan dikalikan 100, yang mencerminkan seberapa besar suatu negara terintegrasi dengan perekonomian global.
Adapun penerimaan pajak (Y) sebagai variabel dependen diukur melalui rasio tax revenue terhadap GDP dikalikan 100,
yang menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah dalam memobilisasi pendapatan pajak relatif terhadap ukuran
perekonomian.

Tabel 2 Pengukuran Oprasional Variabel



Variabel Operasionalisasi/ Rumus Satuan | Sumber

Infllasi (X1) (GDP Deflator tahun ini / GDP Deflator tahun lalu - 1) x 100 Rasio [10], [11]
. (GDP riil tahun ini = GPD riil tahun lalu) / GDP riil tahun lalu x .
Pertumbuhan Ekonomi (X2) 100 Rasio [14], [25]

Keterbukaan Perdagangan
(x3)

(EKSPOR + IMPOR) / GDP x 100 Rasio | [16], [18]

Penerimaan Pajak (Y) Tax revenue / GDP x 100 Rasio @ [9]

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak
EViews 13. Regresi data panel merupakan metode ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan
antarvariabel dengan memanfaatkan data yang memiliki dimensi lintas unit (cross-section) dan runtut waktu (time-
series). Tahapan analisis diawali dengan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange
Multiplier. Setelah model yang sesuai ditentukan pengujian asumsi klasik Ordinary Least Squares (OLS). Selanjutnya,
pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen, serta analisis koefisien determinasi (R* dan Adjusted R?) guna mengukur
sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi panel [29].

1. Uji Pemilihan Model (CEM, FEM, REM).

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai dengan mempertimbangkan
adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati antar unit maupun periode waktu. Common Effect Model (CEM) atau
pooled OLS mengasumsikan bahwa nilai intercept dan slope adalah sama untuk seluruh unit observasi dan periode
penelitian. Fixed Effects Model (FEM) memungkinkan adanya perbedaan nilai intercept pada setiap unit atau waktu
sehingga dapat mengontrol heterogenitas yang mungkin berkorelasi dengan variabel independen. Sementara itu,
Random Effects Model (REM) menganggap perbedaan intercept sebagai komponen acak yang tidak berkorelasi dengan
variabel penjelas, sehingga model ini dapat memberikan estimasi yang lebih efisien apabila asumsi yang mendasarinya
terpenuhi [30].

Tabel 3 Uji Pemilihan Model

Pengujian Hasil Keputusan

Uii Chow Prob.> 0,05 | CEM
=JLNOW Prob. < 0,05 | FEM

Prob.> 0,05 | REM

Uji Hausman | ——————— [ ——
= nausman Prob. < 0,05 | FEM

Uji Lagranger | Prob.> 0,05 | CEM
Multiplier Prob. < 0,05 | REM

a) Uji Chow (CEM vs FEM).

Ho: model pooled (CEM) sudah memadai; tidak diperlukan efek tetap.

H.: model efek tetap (FEM) diperlukan.

Keputusan: jika p = 0,05 - H, diterima (gagal menolak Ho) — pilih CEM. Jika p < 0,05 — Ho ditolak dan H, diterima - pilih
FEM.

b) Uji Hausman (REM vs FEM).




Ho: model efek acak (REM) valid/konsisten; tidak ada korelasi antara efek individual dan variabel penjelas.

H.: model efek tetap (FEM) yang valid; ada korelasi sehingga REM tidak konsisten. Keputusan: jika p 2 0,05 - H diterima
- pilih REM. Jika p < 0,05 - H, ditolak dan H, diterima - pilih FEM

¢) Uji Lagrange Multiplier / LM Breusch-Pagan (CEM vs REM).

Ho: tidak ada efek acak (varian efek = 0); CEM memadai.

Hq: ada efek acak; REM lebih tepat.

Keputusan: jika p =2 0,05 - Ho diterima - pilih CEM. Jika p < 0,05 - H, ditolak dan H, diterima - pilih REM.
2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahapan penting yang harus dipenuhi ketika analisis regresi dilakukan menggunakan
metode Ordinary Least Squares (OLS). Pelaksanaan pengujian asumsi ini bergantung pada model regresi data panel yang

dipilih dalam proses estimasi. Apabila model yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect
Model (FEM) yang berbasis OLS, maka pengujian asumsi klasik tetap perlu dilakukan. Namun, jika model yang terpilih
adalah Random Effect Model (REM), pengujian asumsi klasik umumnya tidak dilakukan karena REM menggunakan
pendekatan estimasi Generalized Least Squares (GLS). Secara umum, pengujian asumsi klasik dalam analisis regresi
meliputi beberapa jenis pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi
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3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai p-value, di mana jika p-value < 0,05 maka variabel independen dinyatakan
berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika p-value > 0,05 maka variabel tersebut dinyatakan tidak
berpengaruh. Dalam pelaporan hasil analisis, ditampilkan nilai absolut t-statistic (| t|) serta p-value dari masing-masing
variabel. Selain itu, tingkat kesesuaian model juga dievaluasi melalui nilai R* dan Adjusted R?, yang menunjukkan
seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan [30].
11l. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pemilihan

1.Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai.

a) Uji Chow

Tabel 4 Uji Chow

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/30/26 Time: 00:11

Sample: 2014 2024

Periods included: 11

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 99




Variable Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.
C 2751.132 | 345.2967 | 7.967444 | 0.0000
X1 -13.63130 | 89.06112 | -0.153056 | 0.8787
X2 -125.1832 | 52.98065 | -2.362811 | 0.0204
X3 -2.089438 | 1.708406 | -1.223033 | 0.2247
Sumber:DiolahEviews 13(2026)
Nilai prob 0,0000 < 0,05, maka yang terpilih adalah model FEM
b) Uji Hausman
Tabel 5 Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test period random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.
Period random 3.112927 3 0.3745

Sumber:DiolahEviews 13(2026)

Nilai prob 0.3745>0,05, maka yang terpilih adalah model REM

c) Uji Lagrange Multiplier

Tabel 6 Uji Lagrange

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives




Test Hypothesis
Cross-section Time Both
Breusch-Pagan 165.3812 1.281932 | 166.6631
(0.0000) (0.2575) (0.0000)
Honda 12.86006 -1.132224 | 8.292832
(0.0000) (0.8712) (0.0000)
King-Wu 12.86006 -1.132224 | 8.830507
(0.0000) (0.8712) (0.0000)
Standardized Honda 15.31263 -0.880652 | 6.412204
(0.0000) (0.8107) (0.0000)
Standardized King-Wu 15.31263 -0.880652 | 7.080741
(0.0000) (0.8107) (0.0000)
Gourieroux, et al. -- -- 165.3812
(0.0000)

Sumber:DiolahEviews 13(2026)

Nilai prob 0.0000<0,05, maka yang terpilih adalah model REM

Berdasarkan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier yang telah dilakukan, hasilnya adalah 1 FEM dan 2 REM,
sehingga model yang terpilih adalah REM.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian asumsi klasik karena model regresi data panel yang terpilih adalah
Random Effect Model (REM). menjelaskan bahwa estimasi pada model REM menggunakan metode Generalized Least
Squares (GLS), [30] sedangkan Common Effect Model (CEM) maupun Fixed Effect Model (FEM) diestimasi dengan
Ordinary Least Squares (OLS). Keunggulan GLS adalah mampu mengatasi masalah heteroskedastisitas maupun
autokorelasi sehingga tidak mengharuskan pemenuhan asumsi klasik. Hal serupa ditegaskan oleh Melati & Suryowati
(2018) yang menyatakan bahwa pada model REM tidak diperlukan uji asumsi klasik karena secara teoritis pendekatan
GLS sudah memperhitungkan perbedaan error. Dengan demikian, pengujian asumsi klasik hanya relevan apabila model
yang digunakan adalah CEM atau FEM [31].




3. Uji Hipotesis
1. Ujit (Parsial) Model Random Effects (Panel EGLS)

Table 7 Hasil Uji t

Variabel | |t] p-value | Keputusan (a=5%)
X1 -0.119715 | 0.9050 | Tidak berpengaruh
X2 1.891131 | 0.0417 | Berpengaruh
X3 2.799245 | 0.0062 | Berpengaruh

a. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa inflasi (X1) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dinegara-negara ASEAN
periode 2014-2024, yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,9050 > 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang
menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak ditolak.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di
negara-negara ASEAN periode 2014-2024, dengan p-value sebesar 0,0417 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak diterima.

c. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan (X3) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di
negara-negara ASEAN periode 2014-2024, yang ditunjukkan oleh p-value sebesar 0,0062 < 0,05. Dengan demikian,
hipotesis yang menyatakan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak diterima

2. Hasil Uji R2

Tabel 8 Hasil Uji R2

R-squared 0.074512

Adjusted R-squared | 0.045286

S.E. of regression 1279.811

F-statistic 2.549506

Prob(F-statistic) 0.060332

Sumber: DiolahEviews 13(2026)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,074512, yang menunjukkan
bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 7,45%,
sedangkan 92,55% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai Adjusted R-
squared sebesar 0,045286 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen
dan jumlah observasi, kkmampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen menjadi sebesar 4,53%. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan perubahan penerimaan pajak relatif rendah.

B. Pembahasan

Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak



Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh
terhadap penerimaan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi belum menjadi faktor yang
menentukan naik atau turunnya penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama periode penelitian. Artinya, baik
ketika inflasi meningkat maupun menurun, kondisi tersebut belum secara langsung memengaruhi kemampuan
pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Hal ini diduga karena sebagian besar negara ASEAN berhasil
menjaga inflasi pada tingkat yang relatif terkendali, sehingga fluktuasi harga yang terjadi belum cukup besar untuk
memberikan pengaruh terhadap rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax to GDP). Temuan ini
sejalan dengan pendekatan Keynesian [21], yang menjelaskan bahwa inflasi hanya akan memengaruhi penerimaan pajak
apabila perubahan harga mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan memperluas basis pemajakan. Ketika
inflasi berada pada tingkat yang terkendali, pengaruhnya terhadap penerimaan pajak cenderung tidak signifikan. Hasil
penelitian ini juga didukung oleh penelitian [13] yang menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [4] yang menyimpulkan bahwa inflasi
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan karena penelitian ini
menggunakan indikator penerimaan pajak dalam bentuk tax to GDP. Ketika inflasi meningkat, nilai penerimaan pajak
dan Produk Domestik Bruto dapat meningkat secara bersamaan sehingga perubahan rasio tax to GDP menjadi tidak
signifikan.

Pengaruh pertumbuhan Ekonimo terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi
mampu memperluas basis pemajakan melalui meningkatnya pendapatan masyarakat, keuntungan perusahaan,
konsumsi, serta aktivitas produksi. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin
besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun pemerintah. Temuan ini sejalan dengan pendekatan
Keynesian [21], yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan agregat, mendorong
aktivitas produksi dan investasi, serta memperluas objek dan subjek pajak sehingga penerimaan pajak cenderung
meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mencerminkan meningkatnya kapasitas ekonomi suatu
negara dalam menghasilkan pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [14]
yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [17]yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi
tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di
negara-negara ASEAN mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga basis pemajakan menjadi lebih luas dan
berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Keterbukaan Perdagangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan
perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya
intensitas perdagangan internasional mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak melalui
bertambahnya aktivitas ekspor dan impor, meningkatnya kegiatan ekonomi lintas negara, serta semakin luasnya objek
pemajakan yang berasal dari perdagangan internasional. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat keterbukaan
perdagangan suatu negara, semakin besar pula peluang pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini
sejalan dengan pendekatan Keynesian [21], yang menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan dapat mendorong
permintaan agregat, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memperluas basis pemajakan melalui transaksi
perdagangan internasional. Selain itu, peningkatan volume perdagangan juga berpotensi meningkatkan penerimaan dari
bea masuk, PPN impor, serta pajak yang timbul dari aktivitas ekonomi yang berkembang akibat perdagangan. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian [16]yang menyimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [17]yang
menyimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa dampak keterbukaan perdagangan terhadap penerimaan pajak bergantung pada sejauh mana
peningkatan aktivitas perdagangan mampu memperluas basis pemajakan. Dalam penelitian ini, meningkatnya
keterbukaan perdagangan di negara-negara ASEAN mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas objek
pemajakan, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

VIl. Simpulan DAN SARAN



Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama
periode 2014-2024 lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan daripada
tingkat inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi serta semakin luasnya arus
perdagangan internasional berkontribusi terhadap perluasan basis pemajakan yang pada akhirnya berdampak pada
peningkatan penerimaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertahankan kebijakan yang mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang mendukung
peningkatan daya saing. Di sisi lain, upaya optimalisasi penerimaan pajak juga perlu disertai dengan penguatan
administrasi perpajakan dan menjaga stabilitas ekonomi agar efektivitas kebijakan fiskal tetap terpelihara.

Saran Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan dan menambah jumlah negara sampel agar
hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

2. Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak, seperti
kualitas institusi, tingkat kepatuhan pajak, ukuran sektor informal, digitalisasi administrasi perpajakan, maupun tingkat
korupsi.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metodologi yang lebih komprehensif, seperti model panel
dinamis atau memasukkan efek lag untuk melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel.

4. Penelitian berikutnya juga disarankan membedakan jenis penerimaan pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, dan pajak perdagangan internasional sehingga hasil analisis menjadi lebih spesifik.

Ucapan Terima Kasih



